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BAB II
TINJAUAN  PUSTAKA
2.1 Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang dilaksanakan oleh perusahaan merupakan hal yang penting dalam rangka mengawasi adanya penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan sehingga penyimpangan tersebut dapat segera diperbaiki.

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan suatu langkah untuk mendapatkan keyakinan apakah pelaksanaan sudah sesuai tujuan atau rencana yang ditetapkan dan diikuti dengan langkah perbaikan atau tindak lanjut, dengan kata lain pengendalian adalah pengawasan yang dilakukan bersama-sama dengan usaha tindak lanjut.

Untuk lebih memperjelas pengertian pengendalian intern, berikut ini definisi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bukunya yang berjudul “Standar Profesional Akuntan Publik”, sebagai berikut :
“Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memdai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) Keandalan pelaporan, (b) Efektivitas dan efisiensi operasi dan, (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.


Istilah pengendalian intern atau pengawasan intern atau sering juga disebut internal control merupakan istilah akun yang banyak digunakan dalam berbagai variasi kepentingan. Pengendalian intern dan pengendalian manajemen pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Istilah pengendalian intern lazim digunakan oleh pemeriksa ekstern yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari biasanya dikaitkan dengan pemeriksaan operasional.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh George H Bodnan yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” mengartikan definisi struktur pengendalian intern, sebagai berikut :

“Struktur Pengendalian Intern adalah kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat tercapai”.

2.1.2 Unsur-unsur Pengendalian Intern


Pengendalian intern yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan belum tentu baik untuk perusahaan lain, meskipun kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang sama. Penerapan struktur pengendalian intern yang diterapkan dalam suatu perusahaan tergantung dari situasi serta jenis perusahaannya.


Menurut Ikatan Akuntan Publik (IAI) dalam bukunya “Standar Profesional Akuntan Publik” unsur-unsur pengendalian intern adalah sebagai berikut :
1. Lingkungan Pengendalian


Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengruhi kesadaran, pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian ini mencakup faktor-faktor berikut ini :

a. 
Integritas dan Nilai-nilai Etika

Pengendalian Intern tidak dapat meningkat melampaui integritas dan nilai etika orang yang menciptakan, mengurus dan memantaunya. Integritas dan nilai etika merupakan unsur pokok lingkungan pengendalian yang mempengruhi pendesainan pengurusan dan pemantauan komponen yang lain.

b. 
Komitmen Terhadap Kompetensi

kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu.
c. 
Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit

Kesadaran pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh dewan komisaris dan komite audit.

d. 
Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen


Falsafah dan gaya operasi manajemen menjangkau tentang karakteristik yang luas.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggung jawab yang tetap dalam perusahaan.

f. 
Pemberian Wewenang dan Tangung Jawab 


metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan.

g.
Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia


Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pekerjaan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, pemberian kompensasi dan tindakan perbaikan.

2. Penaksiran Resiko



Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan mencakup beberapa faktor sebagai berikut :
a.
Perubahan Dalam Lingkungan Perusahaan



Perubahan dalam lingkungan perusahaan dan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan resiko yang berbeda secara signifikan (berbeda).

b. 
Personel Baru



Personel baru mungkin memiliki fokus yang berbeda atas atau pemahaman terhadap pengendalian intern.
c. 
Sistem Akuntansi Baru atau Yang Sedang Diperbaiki


Perubahan signifikan dan cepat dapat memberikan tekanan terhadap pengendalian dan meningkatkan resiko kegagalan dalam pengendalian.

d. 
Pertumbuhan Yang Pesat



Perluasan operasi yang signifikan dan cepat dapat memberikan tekanan terhadap pengendalian dan meningkatkan resiko kegagalan dalam pengendalian.

e. 
Teknologi Baru



Pemasangan teknologi baru ke dalam operasi atau sistem informasi dapat mengubah resiko yang berhubungan dengan pengendalian intern.

f. 
Lini Produk, Produk, atau Aktivitas Baru



Dengan masuk ke bidang bisnis atau transaksi yang di dalamnya belum memiliki pengalaman dapat mendatangkan resiko baru yang berkaitan dengan pengendalian intern.
g. 
Restrukturisasi korporat



Restrukturisasi korporat dapat disertai dengan pengurangan staf dan perubahan dalam supervisi dan pemisahan tugas yang dapat mengubah resiko yang berkaitan dengan pengendalian intern.

h.
Operasi Luar Negeri



Operasi luar negeri membawa resiko baru atau seringkali resiko yang berubah dari transaksi mata uang asing.

i. 
Penerbitan Standar Akuntansi Baru



Pada prinsipnya yang menetapkan penerbitan standar akuntansi baru  adalah Ikatan Akuntansi Indonesia yang tercantum dalam PSAK No. 31 tentang perbankan, perubahan prisip akuntansi dapat berdampak terhadap resiko penyusunan laporan keuangan.
3. Sistem Informasi dan Komunikasi Akuntansi



Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transakasi (termasuk peristiwa dan keadaan) dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva uang, ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi mencakup pemberian pemahaman atas pemberian pemahaman atas peran dan personal tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain dan cara pelaporan penyimpangan kepada tingkat semestinya.
4. Aktivitas Pengendalian



Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini :
a.
Review Kinerja


Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perkiraan, atau kinerja periode sebelumnya.
b.
Pengolahan Informasi

berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketetapan dan otoritas transaksi.

c.
Pengendalian Fisik 


Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files.

d. 
Pemisahan Tugas


Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurigaan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

5. Pemantauan


Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian struktur pengendalian intern secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Pengendalian Intern


Adapun tujuan dari pengendalian intern menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bukunya Standar Profesional Akuntan Publik (2001,319) adalah sebagai berikut :

1. Keandalan Laporan Keuangan 

Umumya, pengendalian yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit jika kedua tujuan tersebut berkaitan dengan data yang dievaluasi dan digunakan auditor dalam prosedur audit. Sebagai contoh, pengendalian yang berkaitan dengan data non keuangan yang digunakan oleh auditor dalam prosedur anlitik.
3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Yang Berlaku

Suatu entitas umumnya mempunyai pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang tidak relevan dengan suatu audit dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.


Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas mengenai tujuan pengendalian intern, maka untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor berkewajiban melaksanakan kegiatan yang merupakan fungsi atas pengndalian intern seperti yang dikemukakan oleh Hiro Tugimah dalam bukunya “Pengenalan Internal Audit”, yang meliputi :

1. Menilai kecukupan pengendalian manajemen.
2. Mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan

3. Menilai apakah kekayaan perusahaan kegiatan dipertanggungjawabkan dan dijaga baik dari segala kemungkinan resiko kerugian dan dimanfaatkan secara optimal dalam perusahaan.
4. Meyakinkan  tingkat kepercayaan akuntansi dan keandalan data lainnya yang digunakan dalam perusahaan.

5. Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan.

6. Menilai tingkat pelayanan kepada masyarakat.

7. Menilai dampak sosial dan lingkungan atas setiap kegiatan perusahaan.


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan manajemen menetapkan dan menerapkan struktur pengendalian intern karena merupakan alat yang berguna untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif sehingga tujuan perusahaan tercapai.

2.1.4 Keterbatasan Pengendalian Intern


Struktur pengendalian intern diterapkan dalam suatu perusahaan belum tentu dapat berjalan secara efektif, meskipun unsur-unsur utama untuk menciptakan pengendalian yang memadai sudah terkandung didalamnya. Hal ini dikarenakan terdapatnya keterbatasan-keterbatasan dalam struktur pengendalian intern itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh T.M Tuanakota dalam bukunya  Auditing Petunjuk Pemeriksaan Akuntan, bahwa ada tiga hal yang menjadi keterbatasan sistem pengendalian intern yang menyebabkan suatu pengendalian yang ideal sulit untuk dicapai, batasan-batasan tersebut adalah :
a. 
Persekongkolan (Collusion)


Persekongkolan ini menghancurkan sistem pengendalian intern yang bagaimanapun baiknya. Dengan adanya persekongkolan, pemisahan tugas yang sudah ditetapkan hanya merupakan tulisan diatas kertas belaka.

b.
 Faktor Biaya

 Tujuan pengendalian intern bukanlah untuk sekedar pengendalian. Pengendalian berguna dan dipergunakan untuk berlangsungnya pelaksanaan tugas yang efisiensi, efektif dan mencegah tindakan yang dapat merugikan perusahaan pengendalian juga harus dipertimbangkan biaya dan kegunaannya, jangan sampai biaya untuk mengendalikan hal-hal tertentu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya.
c. 
Kelemahan Manusia 

Banyak kebobolan yang terjadi pada sistem pengendalian intern yang secara teoritis sudah baik, karena masalah manusianya.  Kelalaian, ketidakjujuran dan lain-lain sering mengakibatkan semua prosedur dan aturan yang ada tidak berjalan.


Dengan demikian dalam menciptakan suatu struktur pengendalian intern harus mempertimbangkan masalah-masalah tersebut diatas, sehingga diharapkan akan terbentuk suatu struktur pengendalian intern yang memadai.

2.2 Kredit


Sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengenai pengertian bank, maka bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

2.2.1 Pengertian Kredit


Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan, Drs. Dalam bukunya “manajemen dana bank” (1994,12), menyatakan bahwa “

“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga”.


Dari uraian diatas dapatlah penulis simpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan adalah suatu pemberian prestasi oleh pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu di masa yang akan datang disertai dengan kontra prestasi berupa bunga.
2.2.2 Unsur-unsur Kredit


Kredit yang diberikan oleh suatu bank didasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan, dengan syarat bahwa prestasi yang diberikan benar-benar dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati.


Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Ruddy Tri Santoso dalam bukunya yang berjudul “Kredit Usaha Perbankan”, pada dasarnya pengertian kredit mengandung beberapa unsur di bawah ini :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalm bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.
3. Tingkat resiko, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya. Dengan timbulnya resiko ini maka akan timbul jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi, atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.
2.2.3 Jenis-jenis Kredit


Dalam kehidupan sekarang ini, akan dapat dijumpai bermacam-macam kredit. Penentuan dari jenis-jenis kredit ini akan tergantung dari sudut mana kredit itu ditinjaunya. Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi kedua (2000,96), mengemukakan pembagian jenis-jenis kredit dapat ditinjau dari berbagai sudut, yaitu :

A. Kredit Dilihat Dari Sudut Jangka Waktunya.

B. Kredit Dilihat Dari Sudut Tujuannya
C. Kredit Dilihat Dari Sudut Jaminanya
D. Kredit Dilihat Dari Sudut Penggunaanya

Adapun dari keempat aplikasi diatas, akan diterangkan berikut ini :

A. Kredit Dilihat Dari Sudut Jangka Waktunya

1. Kredit Dilihat Dari Sudut Jangka Waktunya (Short-Term Loan)

Kredit yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu pengembalian kurang dari atau maksimum satu tahun.

2. Kredit Jangka Menengah (Medium-Term Loan)

Kredit yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun.

3. Kredit Jangka Waktu Panjang (Long-Term Loan)

Kredit yang diberikan oleh bank degan jangka waktu atau jatuh temponya lebih dari tiga tahun.
B. Kredit Dilihat Dari Sudut Tujuannya
1. Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba akan tetapi semata-mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalnya rumah, mobil, dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.
2. Kredit Produktif

Kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan lain sebagainya.
3. Kredit Komersil

Kredit yang diberikan oleh bank yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali. Kredit ini meliputi kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor, dan sebagainya.
C. Kredit Dilihat Dari Sudut Jaminannya 
1. Kredit Tanpa Jaminan
Kredit ini diberikan tanpa jaminan secara fisik, tetapi hanya berdasarkan bonafiditas dan prospek usaha nasabah yang bersangkutan.

2. Kredit Dengan Jaminan

a. Jaminan barang, baik tetap maupun bergerak.

b. Jaminan pribadi, yaitu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi pihak lain bahwa ia menjamin pembayaran suatu utang apabila si terutang tidak menepati kewajibannya.

c. Jaminan efek-efek saham, obligasi, sertifikat, yang terdaftar di bursa efek.
D. Kredit Dilihat Dari Sudut Penggunaanya

1. Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur, kredit ini pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersil industri, kontraktor bangunan dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya ciri modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku (kemudian diproses menjadi barang jadi) lalu dijual(bisa dengan kredit atau tunai) selanjutnya memperoleh uang kas kembali. Kredit ini termasuk kredit jangka pendek.

2. Kredit Investasi

Kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal. Yang dimaksudkan untuk membiayai barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, relokasi, dan pendirian proyek baru. Kredit ini termasuk  ke dalam kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang.

E. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan/ pertanian rakyat. Sektor pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang misalnya peternakan kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industry kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
f. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.2.4 Tujuan Dan Fungsi Kredit

Tujuan pemberian kredit bagi bank seperti yang dikemukakan diatas yaitu sebagai pendapatan bagi pihak bank karena kredit sebagai salah satu kegiatan utama dalam bidang perbankan yang dapat menghasilkan bunga.

Tujuan utama pemberian kredit menurut kasmir dalam bukunya “Bank dan lembaga keuangan lainnya” (2000, 96), antara lain :
1. Mencari Keuntungan

Bank memberikan kredit dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari bunga dan biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun untuk dana modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
Kredit yang aman akan memberikan dampak yang positif bagi bank sehingga kepercayaan masyarakat akan bertambah.

Fungsi  pokok kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Fungsi kredit dalam kehidupan, perdagangan, dan keuangan. Secara garis besarnya adalah :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Berikut ini akan diuraikan lebih jelas tentang fungsi kredit diatas :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang

a. Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan usahanya.

b. Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya di bank. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahan untuk meningkatkan usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Kredit yang disalurkan melalui rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek giro bilyet, dan sebagainya. Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik.
3. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat dapat memproses bahan baku  menjadi barang jadi, sehingga meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjual ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran suatu barang.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dapat dikatakan demikian karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, kemudian kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri untuk meningkatkan devisa Negara.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan meningkatkan usahanya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru, peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pengusaha-pengusaha di dalam negeri. Begitu pula Negara-negara yang telah maju mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antarnegara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan Internasional.

2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Di dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Karena penghasilan bunga dari kredit yang diberikan merupakan tulang punggung pendapatan dari bank, serta untuk menjamin kelancaran pengembalian pokoknya, maka pemberian kredit tersebut memerlukan perhitungan yang mendalam yang meliputi berbagai prinsip.

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.
Kasmir dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” (2000,104), mengemukakan analisis dengan 5C sebagai berikut :
a. Character (watak)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

b. Capacity (kemampuan)
Kemampuan seorang calon debitur dalam melunasi kewajiban hutangnya di masa yang akan datang juga harus diperhatikan oleh bank. Penilaian ini dilakukan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan si debitur.
c. Capital (modal)

Untuk melihat pengguanaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas.

d. Collateral (jaminan)
Jaminan ini penting untuk menjamin kredit yang telah diberikan kepada debitur apabila suatu saat debitur tidak dapat melunasi kewajibannya.
e. Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta diakibatkan dengan prospek usaha dari sector yang ia jalani.

Penilaian dengan analisis 7P kredit menurut kasmir dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” (2000,106), adalah sebagai berikut :
a. Personality (kepribadian) 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
b. Party (golongan)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. Purpose (tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan calon debitur mengajukan kredit, apakah untuk produksi atau konsumsi dan apakah tujuan tadi telah sesuai dengan jenis kredit yang diberikan.

d. Prospect (harapan di masa yang akan datang)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. Payment (pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredityang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
f. Profitability (kemampuan mendapatkan keuntungan)
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari period ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. Protection (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.6 Tahap-tahap Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit pada setiap bank pada umunya adalah sama. Prosedur pemberian kredit meliputi beberapa tahapan.adapun tahap pelaksanaan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan Kredit

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar calon debitur dengan perusahaan, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada perusahaan yang bersangkutan. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tentang hal-hal yang diperlukan pihak perusahaan tenteng calon debitur, KTP, NPWP, nomor rekening giro dan lain sebagainya.
2. Tahap Penilaian Kredit

Dalam tahap ini diadakan penelitian yang mendalam tentang keadaan ekonomi calon debitur. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek yaitu pada umumnya terdiri dari :

a. Aspek yuridis/ hukum

b. Aspek pemasaran

c. Aspek keuangan

d. Aspek teknis/ operasi

e. Aspek manajemen

f. Aspek social ekonomi.

3. Tahap Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisa kredit, maka pihak perusahaan melalui pemutus kredit, baik seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan perusahaan tersebut maupun berupasatu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat, dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Apabila permohonan ditolak, maka dibuat surat penolakan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas.

4. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta pihak bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan dari calon peminjam terutama surat-surat asli bukti jaminan photo copy KTP, sertifikat tanah, photo copy NPWP, surat keterangan dari kantor kecamatan dan kelurahan setempat, dan sebagainya maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit besrta lampiran-lampirannya.

2.3 Pengertian Kredit Konsumtif

Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan” edisi kedua (1999,108), menyatakan bahwa :

“Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh pihak bank dalam rangka memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif, oleh karena itu kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba akan tetapi semata-mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan lainnya”.


Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk di konsumsi atau untuk dihabiskan sehingga tidak menambah barang-barang modal atau usaha, tetapi hanya mengurangi utility suatu benda saja. Misalnya untuk membeli bahan pokok, untuk membiayai sekolah, untuk membeli rumah, untuk membeli mobil, dan barang konsumsi lainnya.

2.4 Penerapan  Pengendalian Intern Dalam Perbankan

Beberapa bentuk aplikasi dari pengendalian intern dalam perbankan menurut Teguh Pudjo Mulyono dalam bukunya “Bank Auditing” (1990, 31-40), adalah sebagai berikut :

1. Division Of Duties (pemisahan fungsi)
Division Of Duties dalam kegiatan perbankan dapat berupa pemisahan fungsi-fungsi administrasi, operasional, dan fungsi penyimpanan. Disamping itu pembagian wewenang dapat dibedakan dari tingkat jabatan yang ada.

Division Of Duties ini merupakan salah satu elemen penting pengendalian intern yang harus dievaluasi bank auditor, apabila ditentukan pembagian tugas yang tidak memadai maka bank auditor harus mencatatnya dan menyusun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh manajemen untuk mendapatkan pembagian tugas.

2. Dual Control (pengawasan Ganda)

Pengertian dual control disini dapat diartikan  sebagai kegiatan pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya untuk menetapkan :

a. Apakah tugas yang pertama tersebut telah bertindak sesuai dengan batas-batas wewenang untuk menangani transaksi yang telah dilakukan.

b. Apakah transaksi yang terjadi tersebut telah dicatat, dibukukan dan diadministrasikan dengan prosedur yang benar.

c. Apakah transaksi yang terjadi tersebut telah disesuaikan dengan prosedur yang benar.
Adanya dual control yang memadai ini merupakan elemen pengendalian intern yang penting untuk dievaluasi oleh bank auditor apakah telah memadai atau belum.

3. Join Custody (penjagaan bersama)

Di dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh perbankan, banyak mengelola berbagai barang-barang berharga yang sangat likuid. Di samping itu, pihak perbankan biasanya menerima titipan penyimpanan barang-barang berharga dari pada nasabahnya dan disimpan dalam Safe Deposit Box.

4. Mandatory Vacation (pelaksanaan cuti)

Cuti merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua karyawan atau pejabat. Dengan menjalankan cuti dalam jangka waktu tertentu seseorang dapat memulihkan kesegaran jasmani dan mentalnya dari kejenuhan selama bekerja. Dengan melakukan cuti berarti karyawan tersebut meninggalkan pekerjaanya, oleh karena itu maka sebaiknya digantikan oleh rekan kerja yang lain selama karyawan itu melakukan cuti. Apabila ada sesuatu menipulasi yang disembunyikan dapat terbongkar oleh penggantinya. Untuk itu sebaiknya dibuatkan berita acara serah terima tanggung jawab dan wewenang atas pelaksanaan cuti tersebut.
5. Number Of Controls (nomor urut yang tercetak)

Sifat pekerjaan di lembaga perbankan sebagian besar berupa pekerjaan administrative yang terus menerus dari hari ke hari. Sesuai dengan sifatnya ini, sudah tentu berbagai formulir akan digunakan dalam melaksanakan berbagai transaksi supaya arus pekerjaan dan pemakaian dari formulir-formulir itu sendiri mudah dicek maka sebaiknya formulir-formulir kerja tersebut disusun berdasarkan nomor urut atau number of controls.
6. Outside Activities Of Bank Personel (aktivitas pegawai bank di luar dinas)

Kegiatan karyawan di lembaga perbankan perlu diatur sedemikian rupa sehingga memberikan dampak positif bagi bank yang bersangkutan. Semua kegiatan bank di luar jam dinas sebaiknya atas sepengetahuan dari atasan karyawan tersebut.

7. Rotation Of Duty Assignment (perputaran tugas)

Selain cuti, rotasi bagi pejabat di lembaga perbankan mempunyai pengaruh yang positif bagi pegawai tersebut untuk menghilangkan berbagai kejenuhan.

8. Independence Balancing (penetapan saldo secara independen)

Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam mengecek Independence Balancing pada proses akuntansi secara manual yaitu dengan membandingkan angka-angka buku besar yang dibuat oleh bagian akuntansi. Sedangkan perincian-perincian buku besar harus dibuat oleh bagian operasional yang mengelola pos rekening tersebut. Setiap kode harus dibandingkan apakah terdapat kecocokan atau tidak. Untuk lembaga perbankan yang telah menggunakan computer tentu akan lebih mudah mengeceknya yaitu dengan print out ouput exception report untuk mengetahui apakah ada selisih-selisih keseimbangan antara pos-pos yang saling berhubungan. Mengingat pentingnya Independence Balancing ini, maka pada setiap bank selayaknya untuk memasukkan ke dalam prosedur dan sistem kerjanya meningkat hal ini merupakan ukuran efisiensi dan efektifitas struktur pengendalian intern yang ada pada suatu bank. 


Jadi semakin baik struktur pengendalian intern yang diterapkan dalam lembaga perbankan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan. Semakin lemah aplikasi pengendalian intern yang ada makin semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan.

2.5 Kriteria Penggolongan Kolektibilitas

Dalam menetapkan tingkat kolektibilitas kredit, ukuran utama didasarkan pada ketetapan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari keadaan usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan. Adapun penetapan kriteria penggolongan kolektibilitas kredit menurut surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 30/ 267/ KEP/ DIR tanggal 27 Februari 1998, dalam buku “Manajemen Lembaga Keuangan” edisi kedua (1999,64-65) karangan Dahlan Siamat, yang menggolongkan kolektibilitas kredit ke dalam 5 kriteria, sebagai berikut:

1. Lancar

a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

b. Hubungan debitur dengan bank selalu baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.

c. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2. Dalam perhatian khusus

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.

b. Jarang mengalami cerukan.

c. Hubungan debitur dengan bank selalu baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.

d. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

e. Pelanggaran perjanjian yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.

b. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

c. Hubungan bank dengan debitur memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.

d. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.

e. Pelanggaran kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

c. Hubungan bank dengan debitur semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

d. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.

e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit. 

5. Macet

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

b. Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

